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ABSTRAK

Hamidah, Alya Lailatul. NIM. 17.18.07.1.04.041. Rekonstruksi Hukum Ikhtilath
Di  Pesantren (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ Dan
Muhammadiyah). Risalah Akhir. Ma’had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: Drs.
KH. Chamzawi, M.HI

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Ikhtilath, Pondok Pesantren, Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah

Penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi hukum ikhtilath di
Pesantren dengan menggunakan pendekatan madzahib al-arba’ah dan juga para
tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) Pembahasan mengenai
ikhtilath merupakan salah satu pembahasan yang memiliki urgensi yang besar
dalam kehidupan. Bagaimana tidak, pergaulan antar lawan jenis saat ini sudah
memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Tidak hanya terjadi pada kondisi sosial
saja namun pada hal pemberian pendidikan juga sudah mengalami beberapa
perubahan. Perubahan tersebut perlu disikapi ulama agar tetap dapat dijalankan
dengan sesuai pada kaidah atau aturan agama. Dalam kondisi ini upaya ulama’
seperti tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan pendapat dan
arahan mengenai hukum dari adanya ikhtilath yang sudah terjadi di lingkungan
sosial khususnya di lingkungan pondok pesantren saat ini. Rekonstruksi hukum
yang didapat dari adanya ikhtilath di lingkungan pesantren utamanya dalam kondisi
pembelajaran dalam satu mejlis dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu
ikhtilath mumayyaz (dibedakan) dan ghoiru mumayyaz. Jika ikhtilath dilakukan
dengan ghoiru mumayyaz maka tidak diperbolehkan. Sedangkan ikhtilath
mumayyaz pada hukum yang didapatkan adalah boleh (diperbolehkan) ikhtilath itu
terjadi dengan beracuan pada pendekatan ushul figh yakni metode istishlahi dengan
menggunakan Qawaid Al-Fighiyyah.



dgal) 5 LY e;;J.,;L‘i//;u,// L] AN AV, 65 )l )l adle Bl
JW deal sl Wl (Do g slole)l dzs duaild] 28 dulys) oS

W ol alST i al g az )

e slolall 228 | oY) dgall DoY), gl sl Bale) e ) LIS

pldsin b aw Yl ads 1l ol (3 b3 g elall s sale] anh, i ods 23L5

cdss oY S L 3 ety sladal ied Claesis SISy aa, Y Coslds e
Ny sVl Gy bl 3 b cut bbb ds Al OV 2V el Gy 3
elalall 13 n Slpadl oda Bl it Ol s Ul mas W8 w35 G e
Joo sbedall s ¢ AU oda (3 2l AU ST delgall Wy adids Sl e Moy 2~
&) LY sy e 0l Olay Slersy )T @i et Slaascsy cloda)l 228
5ale) Cinnad S L AU aedl ) ads ) )l dgy (3 Aol Al Y anl 3 Cus
Ok 3 il ¢ agknddl 2l 3 LYV sy e ade Jpadl @ ) 35 oLl
¢ R @ LYV OIS L e b s bl e ey U dsly Wl 3 e
St ¢ (Flr) sl 0l 3 el DYas NI OF e 3L Sl pe LYas V) aa s OB

Anghdl) delss ezl ezl dib of ¢ add) Jgol e ] 3LaYlL LY



(E355) Oljiled (63 D 24K cenSHisS) AN A VY0 60 8) LA Bl
AR vevees ES.x NP IEV RPN Gyl Wy | (Gubast OIS clade)l das 04557 OLEILLG

e W (gl

Bdas gelekall 228, 0L otish , LMl oS ST0sS) 1 £S5 B

Calde QBSOS b gan OLES Ol (53 LYk ) (S nSsS) Jlinn ot 3) Olizis
oYlo 0Ty 0 L) Sl Olulaliad Bde 01 cladall 224 3555 )6 Sy Ol )Y
Sl Vs b, g BlaSTh L 0bgdgS #YIs L L w;gf Sk gL olelales sl
e bisS 10 (o3l L s 5ISTslern § L Bl Soult olsger (3] cila i OlgY
Sgrny Olabgp 5labd aVlao olsgur Sy O dud Oljeed Jla 136 O gl b Sl g
Ol 01y Sl Olept Bde 01> Lslodall 228 05555 3 dm slode 1B 3w (53 5l
OLE S (63 Lognas Il gun Ol oS (65 (S35 ol3 g § b DU LIl (613 258 s
O oS (53 Ll LIl ()13 lils (63 § b psS  wShinssS; ) il Ol oo
OIS (3 Slils [l il 213 OrSlaed cestisS 2V LLGT D151 S35
STl 58 p Oles OSSN (63 L) K L o8 8 U155 DOasl gadly i 193 2Vl
(Ohs b (53) Vs OISSLIS (63 § L psS 3L 58 L) O O s b (o3 Sy
Oles el (3520 S akdl) ool OBSIS 156 Olyrly Oles (o3l gl b

Jipgid)) Aoty OSTL gaa

10



REKONSTRUKSI HUKUM IKHTILATH DI PESANTREN
(Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah)

Alya Lailatul Hamidah
NIM. 17.18.07.1.04.041
Ma’had Aly Al-Zamachsyari

A. Pendahuluan

Era modern kerap disebut sebagai era globalisasi yang didominasi oleh
pesatnya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai pengaruh yang
signifikan dalam kehidupan, utamanya terhadap perilaku manusia yang semakin
menjadi sorotan. Perilaku yang sangat bebas sampai dapat memerangi nilai
moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun dapat terlampauhi (Djakfar,
2007:3-4). Salah satu dampak yang terbesar adalah mudahnya seseorang dalam
bergaul dengan lawan jenis. Pada dasarnya urgensi pergaulan sangat besar
karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama
lain. Namun pada era ini pergaulan sudah melebihi batas yang sewajarnya
(Hendayani, 2019).

Laki-laki dan perempuan bebas bertemu bahkan bergaul kapan saja dan
dimana saja. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya ikhtilath. Awalnya
ikhtilath hanya terjadi di lingkungan sosial kemasyarakatan saja, namun pada era
ini fenomena ikhtilath kerap terjadi di pesantren (Achmadi, 2016). Pesantren
pada mulanya menggunakan sistem segregesi, dimana antara laki-laki dan
perempuan dipisah dalam satu kelas. Begitupula dengan kegiatan-kegiatan lain
yang terdapat di pesantren dulunya juga diterapkan sistem segregesi.

Adanya pengubahan konsep mengenai ikhtilath di pesantren ini
menimbulkan banyaknya pandangan dan pendapat dari para ulama. Di Indonesia
semua hukum dan persoalan Islam merujuk kepada dua sumber hukum yang
utama dalam Islam yakni Alquran dan Hadis. Namun jika tidak ditemukan akan
dirujuk kepada sumber-sumber hukum Islam lainnya. Untuk penggalian hukum
yang lebih dalam diperlukan adanya manhaj atau metode yang tepat yang disebut
dengan metode istinbat al-hukmi. Untuk melakukan metode tersebut diperlukan
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adanya lembaga besar Islam yang menanunginya. Dalam hal ini peneliti
mengambil dua organisasi Islam terbesar yang dianut mayoritas masyarakat
muslim Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD).
Keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar di kehidupan masyarakat,
dimana di dalamnya memiliki tokoh sentral dan nyentrik yang dapat diambil
pendapatnya terhadap suatu persoalan tertentu (Jazuli & Layyinah, 2021).

Kasus mengenai ikhtilath telah dibahas oleh Risma Sri Fatimah dalam
penelitian skripsi yang berjudul “Tradisi ikhtilatr dalam pesta pernikahan:
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Purwokerto utara,
Banyumas)” tahun 2019. Menurut Risma, pelaksanaan tradisi ikAtilat yang ada
di desa tersebut sudah menjadi tradisi adat istiadat secara turun menurun. Jika
dipandang melalui sudut “urf hukum saling pandang memandang diperbolehkan
akan tetapi jika sampai bersentuhan kulit dilarang oleh Syariat Islam (Fatimah,
2019). Selain itu telah dibahas pula hukum ikhtilath dalam dunia hiburan oleh
Nawira Dahlan dalam skripsinya pada tahun 2017 yang berjudul “Ikhtilath
dalam Dunia Hiburan”. Penelitian tersebut mengomentari video klip Adi
Bergek. Hasil dari penelitian Risma menyebutkan bahwasannya terdapat unsur
ikhtilath yang ada dalam video klip Adi Bergek yaitu berpegang-pengangan
tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan
dengan yang bukan muhrimnya disertai rasa rela antara keduanya (Dahlan,
2017).

Menanggapi kasus yang tertera pada pembahasan di atas, peneliti dalam
hal ini mengangkat kembali usut perkara yang terjadi di zaman sekarang
mengenai konsep ikhtilath yang ada di pesantren. Kemudian peneliti mengambil
langkah untuk mengorek kembali hukum ikhtilath menurut pandangan beberapa
madzhab dan pandangan beberapa ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

pula.
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B. Kajian Teori

1. Ikhtilath

Menurut makna lughowi, Ikhtilath merupakan kata berbahasa arab yang

berasal dari fi’il tsulatsi mujarrod yakni Lls= yang berarti bercampur

(Ya’qub: 213-214). Dijelaskan pula dalam Al-Qomus Al-Muhith (Fairuz
Abadi:213-214)
g ) ey Jla )l g laial e LBl 5 o s g 7 Jall s 5 (dald) (e didie 4alS; L2UAY)
ALY 3g] (5 sal imall e (3L
Kalimah masyaqqoh dari (13), yaitu mencampur dan sejenisnya, dan

pemuthlakannya terhadap pertemuan pria dan wanita.

Sedangkan secara ishtilahi, disebutkan menurut Syeikh Abdullah Bin
Jar (Usroh,1999:69)

O &, sl Jlr Jl gl l of oot oo 1 81Mg ol pler Y12 g B3
@ o VAL ) Bskss SIS o 5LV 5 bl g Wb JLaY) b 1S Ay
"l e Ji=

“Ikhtilath adalah berkumpulnya laki-laki dan wanita tanpa adanya mahrom
dalam satu tempat yang memungkinkan adanya interaksi diantara mereka baik
dengan cara melihat, isyaroh, atau berbicara, bercampurnya laki-laki dan
wanita ajnabi di suatu tempat.”

Diungkapkan pula oleh Ibnu Baz dalam maqolah Bab Musyarokah Al-Mar’ah
Li A-Rojul Fi Maidan Al-‘Amal

el el ) Jaall oSasals lSe Al cladly Ja W glaal s B3GAY)
Gl gai gl audl ) Aa 3l

“Berkumpulnya laki-laki dengan perempuan Ajnabiah di suatu tempat,
hukumnya bekerja, menjual, membeli, jalan-jalan, bepergian, atau
sejenisnya.”

Dijelaskan pula penjabaran ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang jinayah yaitu pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir
(24) adalah perbuatan bermesra-mesraan seperti bercumbu, bersentuh-
sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang
bukan suami istri dengan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak, baik
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pada tempat yang tertutup atau terbuka (Aceh, 2014). Islam melarang keras
mengenai ikhtilath karena menyebabkan timbulnya perzinahan. Nabi

Muhammad SAW bersabda dalam HR. Abu Dawud No. 5272 (.(Al-Sijistani,
t. Th: 543) yang berbunyi :

aozdll e 15 545 Jodi ey e 1 Lo B0 025 5 8T el 22 eVl G iR e
O &0 I 86 Sl el ey e ) o A1 J25 JUS sl 3 sl o gy Ll
o slal 1o by Sl g ) 3 il el D COSS s L bis (K Gk 3
“Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshori dari ayahnya, bahwasanya ia
mendengar Rasulullah bersabda, di saat Rasulullah keluar dari masjid,
sedangkan orang laki-laki ikhtilath (bercampur) dengan para wanita di jalan,
maka Rasulullah berkata kepada para wanita “minggirlah kamu, karena
sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib

berjalan di pinggir jalan,” Maka para wanita merapat di tembok/dinding
sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya.”

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasannya Rosulullah melarang adanya
ikhtilath antar lawan jenis meskipun berada di suatu jalan, dimana jalan
tersebut merupakan akses bertemunya manusia.

Dalam kitab Al-fatawa Al-Kubro yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-
Haitami, ikhtilath terbagi menjadi dua bagian yaitu lkhtilath yang boleh dan
Ikhtilath yang diharamkan. Ikhtilath yang boleh adalah terjadi ikhtilath tanpa
adanya persentuhan antara tubuh dan bukan khalwat (berdua-duaan) yang
diharamkan. Ikhtilath yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan

(berbaur hingga bersentuhan) antara kaum laki-laki dan perempuan.

Menurut Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Mufashal Fii Ahkami
Mar’ah dijelaskan bahwasanya hukum ikhtilath asalnya haram. Akan tetapi
hukum tersebut bisa menjadi boleh jika terdapat dharurah syar’iyah, hajat
syar’iyah, maslahah syar’iyah, atau karena hukum adat dalam beberapa
keadaan berikut: 1) Ikhtilath yang dibolehkan sebab darurat. Misalnya ada laki-
laki yang menolong perempuan pada saat perempuan tersebut dikejar oleh
seseorang yang akan menganiayanya; 2) Ikhtilath yang dibolehkan sebab hajat

syar’iyah, misalnya berikhtilath  sebab mu’amalah seperti jual beli,
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menghormati tamu, dalam kendaraan umum untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari seperti berbelanja, dan lainnya; 3) Ikhtilath yang sudah menjadi
hukum adat yang sifatnya positif seperti ikhtilath pada tempat berkumpulnya
orang banyak, berkunjung kepada salah satu teman dengan pakaian dan adab

yang sesuai dengan syariat Islam (Zaidan, 1998: 328-333).

Pembauran antara laki-laki dan wanita merupakan salah satu sumber
terjadinya perbuatan-perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Kondisi
seperti ini merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana kematian umum
dan penyebab turunnya bencana wabah yang beruntun (Juliani, 2020: 1-11).
Dalam hal ini pembahasan ikhtilath yang dimaksud dalam penelitian serupa

dengan model pembelajaran dengan berbasis gender.

Pembelajaran berbasis gender merupakan salah satu model
pembelajaran dimana laki-laki dan perempuan ada kalanya dipisah dan
digabung. Penerapan pembelajaran berbasis gender merupakan salah satu
solusi untuk membentuk kondisi dan suasana pembelajaran yang baik dan
tepat. Model pembelajaran ini benar-benar memberikan perhatian secara adil
terhadap hal-hal yang dibutuhkan siswa baik bagi laki-laki mapun perempuan
saat pembelajaran berlangsung. Selain itu nilai-nilai kemanusiaan dapat
tersampaikan dengan baik sesuai pada gendernya (Damayanti et.all, 2021:70).

2. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang dirintis oleh
para ulama besar di Indonesia dalam rangka untuk menyebarkan Agama Islam
dan beberapa keilmuan yang ada di dalamnya. Pesantren didefiniskan oleh
Imam Zarkasyi sebagai lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan sistem
asrama atau pondok di mana Kyai sebagai tokoh sentral, masjid sebagai titik
pusat kegiatan, dan pengajaran Agama Islam merupakan kegiatannya yang
diajarkan langsung oleh Kyai dan santri sebagai murid yang menimba keilmuan
tersebut (Wirosukarto, 1996: 5).

Pesantren pada mulanya menggunakan sistem segregesi, dimana antara

laki-laki dan perempuan dipisah dalam satu kelas. Adanya sistem segregesi di
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pesantren ini didasarkan pada adanya larangan bercampurnya laki-laki dan
perempuan yang bukan muhrim dalam satu majelis. Dimana hal tersebut dapat
menimbulkan perbuatan-perbuatan terlarang yang didapatkan dari pandangan
mata, isyarat, ataupun saling bercakapan satu sama lain. Sebagaimana yang

tertulis dalam Kitab Sullam At-Taufig (Thohir, 2013: 175):
249 ,oiSly gl (S5 ey gy pb (1) AL nd A Y1 STU 0 e s Al A B pd
o
(255 Jor ) Bl e e s a2
“Diantara yang disebut dengan maksiat mata adalah laki-laki melihat wanita
yang bukan mahram atau istrinya tanpa adanya satir yang memisahkannya

ataupun sebaliknya. Dan diharamkan pula seorang laki-laki melihat sesuatu
dari tubuh wanita yang bukan mahram selain istrinya.” (Nawawi, 2004: 110-

111).
3. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama kerap disingkat dengan NU merupakan salah satu
organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kata Nahdlatul Ulama memiliki
pengertian kebangkitan para ulama. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim
Asyari pada 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H) di Surabaya, Jawa Timur
(Yunus, 1996: 239). NU lahir di saat Indonesia mengalami penjajahan oleh
negara asing dan munculnya organisasi ini merupakan upaya dalam melawan
penjajah. Pada mulanya Nahdlatul Ulama hanyalah sebuah kepanitiaan dalam
komite hijaz, namun pada saat itu ada beberapa kalangan ulama yang
berinisiatif untuk menempatkan KH. Hasyim Asyari sebagai pendirinya
(Zuhairini, 2013: 178).

Kelahiran NU merupakan usaha untuk melembagakan wawasan tradisi
keagamaan yang berdasar pada ahlusunah wal jama’ah (aswaja). Selain itu
sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam bernegara dan beragama yang
disatukan dalam kelembagaan. Organisasi ini bergerak di bidang agama,
pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya (Musa, 2011: 30).

Adapun prinsip-prinsip (Khittah) Nahdlatul Ulama antara lain : a)

menjunjung tinggi nilai atau norma ajaran Islam; b) mengutamakan kepentingan
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bersama dari pada kepentingan pribadi; ¢c) menjunjung tinggi sifat keikhlasan,
pengabdian, dan perjuangan; d) menjunjung tinggi rasa persaudaraan (Al-
Ukhuwwah), persatuan (Al-Ittihad), serta kasih mengasihi; €) menjunjung tinggi
moralitas (Al-Akhlak Al-karimah), dan menjunjung tinggi sifat jujur (Ash-
Shidqu) dalam hal berfikir, bersikap dan bertindak; f) menjunjung tinggi
kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara; g) menjunjung tinggi
nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT; h)
menjunjung tinggi llmu Pengetahuan dan ahli-ahlinya; i) selalu siap untuk
menyesuaikan diri dalam setiap perubahan yang membawa manfaat bagi
kemaslahatan manusia; j) menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha
mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakat; k)
menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara
(Hasil Muktamar NU : 10).

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan sumber-
sumbernya, NU mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama’ah dengan
menggunakan pendekatan madzhabi. Berikut rincian poin-poin pemikiran NU
dalam mengikuti Ahlussunnah wal Jama’ah: a) dalam bidang akidah, NU
mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang dibawa oleh Abul Hasan al-
Asyar’i (260-324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (333 H / 944 H); b) dalam
bidang fikih mengikuti salah satu dari empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam
Maliki, Imam Syafi’l, dan Imam Hanbali; c¢) dalam bidang tasawuf mengikuti
ajaran Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali (Zahro :21).

Keterikatan NU pada para madzhab dalam bidang-bidang tertentu
menjadikan warga NU disebut sebagai kaum tradisionalis. Paham keagamaan
NU sesuai dengan kaidah masyhur yaitu (Zahro :21) yaitu:

ALY sy 3V Al 2l B i
“Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilali

baru yang lebih baik.”

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, fatwa merupakan hasil jawaban atas

pertanyaan yang belum jelas hukumnya (Ash-Shieddieqy, 1997: 86).
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Sedangkan secara istilah ushul figih, fatwa merupakan pendapat yang
disampaikan oleh seorang mujtahid atau fagih (orang ahli figih) sebagai
jawaban yang ditanyakan oleh peminta fatwa atau penanya dalam kasus
tertentu yang sifatnya tidak mengikat (Dahlan, 1996 : 326). Seseorang yang
memiliki otoritas dalam memberikan fatwa disebut dengan mufti, sedangkan
peminta fatwa atau penanya disebut dengan mustafti. Pertanyaan dari mustafti
disampaikan dalam bentuk tulisan yang disebut rug’ah alistifta’ dan surat

jawaban tertulis yang disampaikan oleh mufti dinamakan ruqg 'ah al-fatwa.

Kegiatan ciri khas pondok salaf yang peserta nya terdiri dari para Kyai
yang ahli dalam bidang figih dan beberapa orang ahli yang masih berkaitan
dengan masalah yang sedang dibahasnya disebut dengan bahtsul masail
(Mahfudh, 2002: 11).

Bahtsul Masail merupakan forum pembahasan masalah yang muncul
di kalangan masyarakat yang masih baru dan belum mempunyai hukum atas
permasalahan tersebut. Kemudian instinbath yang ada di NU dijalankan oleh
Lembaga Bahtsul Masa’il. Lembaga ini memiliki tiga tahapan istinbat hukum
yang diterapkan secara berjenjang, yaitu qauli, ilhagi, dan manhaji. Sedangkan
kitab yang dijadikan rujukan dalam melakukan istinbath hukum adalah al-
kutub al-madzahib al-arba ‘ah (Kitab-kitab yang merujuk pada mazhab empat)
(Firdaus/Rahmawati, 2013).

Imam Ghazali Sa’id dan A. Ma’ruf Asrori memberikan penjelasan
mengenai prosedur penetapan hukum yang didasarkan pada Keputusan Munas
Alim Ulama di Lampung tahun 1992, yaitu: a) metode qouly yaitu dalam kasus
ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarah kitab dan di sana terdapat hanya satu
gaul atau wajh; b) metode taqriry yaitu dalam kasus ketika jawaban terdapat
pada ibarat yang ditemukan dalam kitab terdapat lebih dari satu qaul atau wajh,
maka dilakukan tagrir jama’i untuk memilih satu qaul atau wajh; c) metode
ilhaqy yaitu dalam kasus tidak ada satu gaul atau wajh satupun, maka dilakukan
prosedur ilhaqul masail bi nadzairiha secara jama’i oleh ahlinya; d) metode
manhjiy yaitu dalam kasus tidak ada gaul atau wajh sama sekali tidak
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memungkinkan diadakan ilhag, maka bisa dilakukan istinbat jama’i dengan
prosedur istinbath bermadzhab, secara manhaji oleh para ahlinya (Sa’id/
Asrori, 2004: 471).

Muhammadiyah (MD)

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di
Indonesia. Kata Muhammadiyah berasal dari nama Nabi Muhammad SAW
yang memiliki arti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau
sering disebut dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Pendiri
Muhammadiyah adalah KH. Ahmad Dahlan tepat pada tanggal 18 November
1912 (8 Dzulhijjah 1330 H) di Kauman, Yogyakarta. Tujuan didirikannya
adalah sebagai usaha KH. Ahmad Dahlan untuk memurnikan kembali ajaran
Islam, mengembalikan  penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Penyimpangan ini menyebabkan adanya pembauran antara ajaran Islam dengan
kebiasaan di daerah-daerah tertentu tertentu dengan alasan sebagai
pengadaptasian (Nashir, 2010).

Dasar didirikannya organisasi ini sebagaian besar megindikasikan pada
perintah-perintah yang terletak pada QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

T (2sT 54 3 T’, Foall o Ao wege f:;,l%/, o | | %0k %@ f&’ojfw QJ:Q/
O3RN A Eldgs SGAN 2 O3ekis Sasaaly O3t A ) O30 BT 1S 5535

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,
merekalah orang-orang yang beruntung.”

Menurut tokoh Muhammadiyah, ayat ini mengandung makna sebagai

upaya bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah dan ke-organisasi-an
yang mencakup kehidupan dalam berorganisasi.

Adapun matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah diantaranya
: 1) muhammadiyah merupakan gerakan Islam dan dakwah Amar Ma ruf Nahi
Munkar dengan tetap menjunjung tinggi agidah Islam dan bersumber pada Al-
Qur’an dan Hadis, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat
yang utama, adil, makmur serta diridhai Allah SWT; b) muhammdiyah
memiliki keyakinan bahwasannya Islam adalah Agama Allah yang diberikan

kepada Rasul-Nya, sejak dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan
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seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan
rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin
kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi; c)
muhammadiyah dalam pengamalannya berdasar pada: Alquran dan sunnah
Rasul; d) muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam
yang meliputi beberapa bidang yaitu akidah, ibadah, dan juga muamalah
duniawiyah; e) muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia
yang merdeka dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila
dan UUD 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang
“Baldatun Thayyibatub Wa Robbun Ghofur” (BPK PP Muhammadiyah, 2003).

Fatwa yang didapatkan oleh Muhammadiyah berasal dari adanya
konferensi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lembaga ini membahas dan
mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam
Islam. Di saat membahas suatu masalah, Majelis Tarjih Muhammadiyah ini
juga dihadiri oleh berbagai pakar terkait dengan masalah yang sedang dibahas
(Kholisudin, 2002). Sesuai dengan Qaidah Lajnah Tarjih pada pasal 2
disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah diantaranya: a)
menyelidiki ~ dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh
kemurniannya; b) menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah
duniawi; ¢) memberi “fatwa” dan nasihat baik atas permintaan maupun atas
inisiatif Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri jika dipandang perlu; d)
menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan kearah
yang lebih maslahat; €) mempertinggi mutu ulama (Dahlan, t.th:1064).

Tugas pokok tersebut diemban oleh orang-orang yang memiliki
kemampuan dalam bertarjih atau kemampuan untuk melakukan kegiatan
ijtihad. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut, Muhammadiyah memiliki solusi
yaitu adanya pendidikan khusus ke-tarjih-an yang pelaksanaannya
dilimpahkan pada PP-Pemuda Muhammadiyah. Selain itu mengadakan
pendidikan khusus yang disebut Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah
(PTUM). Secara struktural, organisasi Majelis Tarjih Muhammadiyah
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merupakan salah satu lembaga dibidang keagamaan yang dibentuk pada tingkat
pusat, wilayah (propinsi), dan daerah (kabupaten) (Abdul, t.th : 1064).

MB. Hooker juga menjelaskan mengenai metode Muhammadiyah yang
sudah diatur dalam menentukan hukum untuk suatu fatwa, yaitu : a) sumber
utama adalah Al-Qur’an dan Hadis; b) jika terdapat persoalan yang tidak dapat
diidentifikasi dengan jelas, maka beberapa metode dapat digunakan untuk
menentukan kemaslahatan dengan tetap merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis;
¢) menggunakan giyas yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik
analogi; d) istihsan. Istihsan merupakan preferensi hukum atas dasar kebaikan
yang sejalan secara hukum dan rasional; e) istishlah atau mashlahah al-
mursalah. Istishlah terbatas pada masalah-masalah diluar dogma dan ritual dan
tidak disebutkan dalam wahyu; f) saad Al-Zhara’l. Prinsip ini bertujuan
mencegah kerusakan (mafsadah) sebelum terjadi. Dalam pembahasan ini
terdapat prinsip yang menutupi kasus dimana yang haram mungkin berubah
menjadi mubah dengan tujuan mencegah mafsadah yang lebih besar. Mafsadah
yang lebih kecil bisa ditoleransi. Penggunaan prinsip ini sekarang telah umum
dalam fatwa-fatwa Indonesia dalam hal etika kedokteran, seperti pembolehan
transplantasi (Hooker, 2002: 84-85).

. Metode Penelitian

Penelitian tentang rekonstruksi hukum ikhtilath di pesantren ini
merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan
corak studi lapangan (field research) (Iskandar, 2011). Bogdan dan Taylor
menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan metode
penelitian yang memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000: 5). Bogdan
dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah
alamiah, data bersifat deskriptif, analisis data dengan induktif, pemberian
makna (Biklen, 1982: 28).
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Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia (human) dan bukan
manusia (non-human). Sumber data manusia sebagai subjek atau infoman
kunci (key informants). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa
dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan,
dan lainnya (Nasution, 2003: 55). Dalam hal ini sumber data utama dalam
penelitian ini tidak lain adalah dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Lajnah
Bahtsul Masail (LBM) yaitu Ustad Moch. Sa’id dan Ustad Abdullah Zainur
Rouf dan dua tokoh Muhammadiyah dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yaitu
Ustad Junari dan Ustad Abdul Wahid. Selain itu sumber data yang lainnya
berasal dari kajian pustaka dari beberapa madzhab dan foto-foto yang

mendukung dari hasil penelitian.

Dalam hal ini pengumpulan data yang digunakan adalah: 1)
Dokumentasi. Yaitu dengan mendokumentasikan data-data yang terkait
dengan penelitian ini, seperti beberapa foto saat wawancara berlangsung,
beberapa kegiatan santri di pondok yang menerapkan ikhtilath dan sebagainya.
2) Wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara efektif dengan beberapa
tahapan diantaranya ; 1). Peneliti dapat mengenalkan diri terlebih dahulu, 2).
Peneliti menjelaskan maksud dari kedatangannya, 3). Peneliti menjelaskan
materi atau isi dari wawancara yang akan dilakukan, dan 4). Peneliti mengawali
wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada informan (Sabari, 2010:
358).

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan metode induktif. Analisis induktif merupakan pengambilan
kesimpulan dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu
penelitian, kemudian menuju pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri
umum tertentu. Dalam konteks ini penulis berusaha menggali data-data dari
lapangan yang selanjutnya dipaparkan dalam suatu paparan data kemudian
dianalisis dengan teknik induktif ini (Dewanti & Fajriwati, t.th: 92-93).
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D. Hasil Penelitian
1. Hukum Ikhtilath Menurut Beberapa Madzhab
Hasil penelitian yang didapat mengenai hukum ikhtilath menurut
beberapa madzhab secara keseluruhan tidak dipungkiri penjelasan
mengenai ikhtilath secara umum, belum terkhusus mengenai sistem
pesantren bahkan pada hal pemberian pendidikan. Namun demikian peneliti
tetap memberikan beberapa qoul mengenai ikhtilath dalam satu majelis
secara umum. Adapun Imam As-Sarkhasi dari madzhab Hanafi
memberikan penjelasan terhadap perkara ikhtilath yang terjadi di dalam
suatu majelis hukum yang disebutkan dalam Kitab Al-Mabsuth yaitu
(Hanafi,80:16):
By canle 3 0smsp A OY (B e b dly ¢ i e el pui OF oWl ity
el 5SS Rogaas (31 Sge it Y Lo edlly i) o 2l o Jln )l e s Lol LDl
Lo b SO a0y ¢ Jln )l goais OF Ty ag Y cldlly ) oy 055 5 Bagadl LG
e Oslixy Wy als e Osmsn ¢ agS I3 Y ¢l Wb W ppad) 555 a8 e
e aug e dly S Cad ALY gy Byglie IS Jamd ¢ i Y Lo Al e ady ¢ U
25 e
Penjelasan mengenai qoul ini yaitu Hakim harus menghadirkan
perempuan secara terpisah, dan laki-laki secara terpisah karena akan
banyaknya manusia dalam satu tempat, dan yang termasuk dalam hal
ikhtilath antara laki-laki dan perempuan adanya kerumunan yang
menyebabkan terjadinya fitnah dan hal buruk yang tidak dapat
disembunyikan. Untuk membuat setiap persidangan sehari sesuai dengan
jumlah lawan yang ada maka tidak menjadi permasalahan akan hak tersebut.
Jika tidak, mereka berkerumun di depan pintu dan terjadi perebutan di
dalamnya dan menimbulkan kekacauan. Maka persidangan tersebut
dibuatlah bergantian.
Madzhab Maliki mengenai ikhtilath juga memberikan penjelasan
mengenai ikhtilath pada Kitab Al-Jami’ li Ahkamil Quran (Qurthubi,
800:13) yaitu:
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Dijelaskan dalam Kkitab tersebut bahwasannya wanita tidak
dihadirkan dalam suatu majelis, tidak ada percampuran dengan laki-laki,
tidak berunding antara satu dengan yang lain. Jika dia seorang gadis maka
dilarang untuk melihat dan saling berbicara antar lawan jenis dan jika dia
adalah seorang gadis barzah dia tidak berkumpul dengan para pria yang
berkerumun dalam satu majelis dengan mereka dan dia berdebat dengan
mereka. Al-Barza di sini: orang tua yang tidak menutupi tabir shwabu,

namun mereka buta dan waras, yang duduk dan berbicara dengan orang.
Sedangkan menurut ulama Madzhab Syafii yaitu Imam Nawawi

dalam kitabnya Al-Majmu’ (Nawawi,111:8) diungkapkan:

Sl eenhyy ¢ )l dale e piad ¢ ) e ool clldl Ogin 2T b K
\,J&T 4“:\5\} S5 d&"j u.@ijw JJT (Sj 2U3 )ﬁ.j (,.@»3}\58:‘5 (,.3\.5;- 3.3'3) ("" v.rS ;.,.Lij\

Dijelaskan bahwasannya shof paling akhir dari barisan jamaah wanita yang

sholat bersama dengan laki-laki lebih baik dan utama karena jauh dari hal-

hal yang menyebabkan ikhtilath dengan laki-laki. Seperti halnya melihat

laki-laki, mendengarkan suaranya, melihat gerakannya.

Lalu menurut ulama Madzhab Hanbali juga dijelaskan oleh Ibnu
Taimiyyah dalam kitabnya Majmu’ Al-Fatawa (Taimiyyah,865:8) juga
mengatakan:

S0l et Y Al e BV ey AT L) OF ualy asladl cade 3 )l O
Lds™0T Loy, audll aios &Y 2 U gl s 1ldy W Ol Y ST ainie 3542
Gy Aodaas Lgoyley 4 13] s bl () aagy 0 OB e Y @b 2l Lo OIS
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Ibnu Taimiyyah mengatakan sesungguhnya pendapat yang kuat
dalam mazhab Syafi’i dan Ahmad adalah hukum melihat wajah wanita yang
bukan mahramnya tanpa kebutuhan tidak dibolehkan, walaupun tanpa
adanya syahwat karena ditakutkan akan kemunculan syahwat. Oleh karena
itu khalwat (berdua-duaan) laki-laki dengan wanita yang bukan mahram
merupakan sumber munculnya  fitnah. Sesuatu yang menyebabkan
terjadinya fitnah merupakan sesuatu yang dilarang dan sarana menuju hal
tersebut harus ditutup jika tidak bertentangan dengan maslahat yang
diharapkan.” (Majmuatul Fatawa : 8/243).

Syekh Mutawalli Asy-Sya’rowi juga mengatakan dalam kitabnya,
Fatawa Li As-Sya’rowi (Asy-Sya’rowi, 5: 12) bahwasannya:

L o) e cdle OF e By ¢ mab Y idbte cond Ol 3Ll o LoV alliss
AT e @ Jes )8l z 0L by ¢ qamd pe gr BB e clSS
LoV ols b Oladl baled OF B s 85,00 oda Jad Yy 22l 59,01 0304

Permasalahan ikhtilath antar lawan jenis bukanlah hal yang logis dan
tidak wajar. Imam As-Sya’rowi telah membahas masalah ini sebelumnya
ketika saya menceritakan tentang kisah Musa dengan Shuaib, dan ia berkata:
sesungguhnya ada seorang perempuan yang bekerja di tempat orang lain,
hal itu merupakan permasalahan yang disebabkan atas adanya kebutuhan
saja. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya percampuran dengan

laki-laki apapun keadaannya.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan hukum ikhtilath menurut
beberapa madzhab tidak diperbolehkan. Madzhab Hanafi memberikan
contoh kondisi ikhtilath pada majelis hukum bahwasannya hakim harus
menghadirkan perempuan secara terpisah dengan laki-laki. Karena hal itu
dapat menyebabkan ikhtilath yang mengakibatkan terjadinya fitnah dan
keramaian dalam suatu majelis. Dari penganut Madzhab Maliki juga
mengatakan bahwasannya waniita lebih baik tidak dihadirkan dalam suatu
majelis, tidak ada pembicaraan apapun di dalamnya karena hal tersebut
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merupakan asal muasal timbulnya ikhtilath. Madzhab Syafi’l juga
memberikan penegasan bahwasannya jika terjadi ikhtilath dan di dalam
suatu majelis baik dalam majelis dzikir, sholat jama’ah maka di dalamnya

terdapat kemaksiatan dan menuju sumber dari adanya kemungkaran.

Selain itu, hukum dari melihat wanita yang bukan termasuk dari
mahrom tanpa adanya hajat apapun tidak diperbolehkan. Maka suatu sarana

akan terjadinya ikhtilah sedapat mungkin dihilangkan.

Hukum lkhtilath di Pesantren Menurut Pandangan Ulama Nahdlatul
Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD)

Sesuai dengan wawancara terhadap tokoh disebutkan diantaranya
peristiwa ikhtilath tetap dapat terjadi dengan syarat bahaya fitnah antar
gender tetap dapat dilakukan sebagaimana mestinya, peristiwa ikhtilath
sebisa mungkin dapat dihilangkan dengan mengerahkan beberapa cara dan
metode, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ikhtilath sedapat
mungkin dihilangkan, dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan
adanya hasil wawancara dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Adapun dalam hal ini informan pertama yaitu Ustad Moch. Said
mengatakan :

“Ikhtilath itu dalam madzhab syafii merupakan min akbaril kabair,
tetapi ikhtilath yang dimaksud dari bagian dari dosa yang
disebutkan. Dari madzab syafii, ikhtilath itu bercampur antara
laki-laki dan perempuan. Terdapat dua macam ikhtilath, ikhtilath
yang mumayyaz dan ikhtilath ghoiru mumayya (yang dapat
dibedakan). Misalnya yang mumayyaz, perempuan kanan laki-laki
kiri akan tetapi tetap satu ruangan. Tetapi laki-laki dan perempuan
itu dipisah. Ikhtilath menurut pendapat yang pertama yaitu dalam
suatu ruangan ada perempuan satu di masjid kemudian ada
seorang laki-laki datang, itu dinamakan khulwat. Khulwah ini
menjadi perdebatan panjang, karena kondisi budaya dan
masyarakat yang sudah campur saat ini.”

Maka dari itu menyikapi hal mengenai percampuran antara laki-laki
dan perempuan memiliki beberapa alasan yakni:

“Hal ini merupakan salah satu usaha para ulama untuk
menyikapi keadaan di masyarakat. Jika dilihat dengan kaca
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ashoh maka pasti dihukumi dosa. Namun seiring berjalannya
keadaan tetap ada ikhtilathnya akan tetapi masih bisa dibedakan.
Untuk masalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan di
pesantren, ada Kyai yang open minded, tetap menjadi satu
ruangan tetapi tetap dipisah dengan satir atau dengan jarak
(misal dengan bangku, jarak 3 bangku sekitar 3 meter).”

Mengenai kronologis mulai dimasukkan sistem pendidikan di
Pesantren dengan dicampur disebutkan oleh informan 1:

“Untuk pondok di Jawa Timur yang dulu nge-trand ya salafiyah
bangil, banyak putrinya Kyai-Kyai yang dulu mondok disana,
tetapi ya cuman ada pondok putri saja, khusus perempuan. Jika
menetapkan hukum awal yakni perempuan tidak boleh keluar
maka nasib perempuan (mahasiswi) yang mengenyam
pendidikan di lembaga pendidikan yang terdapat lawan jenis
maka mereka salah pada dasarnya . Tetapi perubahan tersebut
perlu disikapi ulama agar tetap dapat dijalankan dengan sesuai
pada kaidah atau aturan agama.”

Penjelasan mengenai kronologis munculnya hal ikhtilath juga
disampaikan oleh informan 2 dari Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah
yakni Ustad Junari:

“Munculnya ikhtilath dalam ranah pembelajaran di kelas dalam
pandangan para ahli ada istilah feminisme, misoginis. Ada dari
kaum feminisme mereka menggugat bahwa harus ada persamaan
hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun. Apalagi
pada ranah hak asasi manusia, lagi-lagi perempuan yang
kemudian dimunculkan istilah misoginis. Bahwasannya ada
diskriminatif antara keduanya. Dari sejak itu maka dalam hal
pendidikan harus sama, digabung dengan catatan-catatan
tertentu.”

Dalam hal kronologi informan 3 dari Muhammadiyah yakni Ustad
Abdul Wahid sebagai wakil ketua majelis tarjih Muhammadiyah Kota
Malang menjelaskan:

“Asumsi awal, pembelajaran di lingkungan pesantren itu
terpisah dan terjadinya sepengetahuan saya di era sebelum tahun
2000. sebelum tahun 2000 Pesantren pada saat itu diasumsikan
sebagai Pesantren tradisional tidak ada sekolah formal yang ada
itu itu hanya sekolah non formal yaitu ngaji kitab, Madrasah
Diniyah, atau sejenisnya. seiring dengan perkembangan lembaga
pendidikan dan kebutuhan masyarakat akan formalitas maka
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Pesantren membuka sekolah formal seperti Ponpes Darul Ulum
itu sekolahnya dalam satu Kompleks laki dan perempuan tapi
nanti masuk ke asramanya sudah
berbeda. Sungguhpun demikian masih banyak pesantren
yang masih terpisah pembelajarannya seperti Pondok pesantren
an-nur 1, 2, 3 sekolahnya terpisah waktunya pun tidak
bersamaan.”

Pandangan informan 2 (Ustad Junari) mengenai efek atau implikasi
adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan disebutkan:

“Kalau pandangan saya, pemisahan pembelajaran satu kelas
antara laki-laki dan perempuan lebih  baik diterapkan.
Bagaimanapun juga yang namanya ikhtilath itu efeknya banyak.
Pengalaman pribadi saat kami hendak mendirikan asrama ini,
kita melakukan kunjungan ke pondok-pondok ke Paciran,
Jombang. Ada MBS (Muhammadiyah Boarding School) di
Jombang awalnya dicampur untuk pembelajarannya.Dianatra
targetnya adalah tahfidz, berjalan sampai pada tiga tahun.
Ternyata efeknya luar biasa, dari fokusnya, pergaulannya,
bahkan tahfidznya pun rusak. Dan akhirnya oleh Kyai nya MBS
tersebut dipisah. Berhubungan dengan hal itu saya lebih
berpendapat untuk sebaiknya dipisah sesuai dengan dalil-dalil
yvang berkenaan dengan hal tersebut ”

Mengenai urgensi dari adanya pemisahan gender tersebut apakah hal
tersebut merupakan dhorurot atau kebutuhan. Hal ini juga dijelaskan oleh
informan 2 yakni dari Majelis Tarjih (Ustad Junari) :

“Diantara dalil yang disebutkan Ulama mengenai ikhtilath itu
adalah sebuah kebutuhan. Pada zaman nabi itu sudah ada
wanita-wanita yang ikut jamaah dalam masjid, ada juga wanita-
wanita yang haid yang disuruh Nabi untuk datang pada sholat
ied. Setelah sholat, nabi tetap mendatangi para jamaah dengan
para sahabanya. Adanya hajat untuk membeli sesuatu di
supermarket tetap diperbolehkan dengan adanya dalil </ s sl
ol shadl =i karena adanya kebutuhan dhorurot. Selama suatu
hal itu masih bisa dilakukan secara praktis untuk memisah ya
dilakukan. Karena dari konteks ushul figih disebutkan ada istilah
4=y i)/ 2wada juga di Muhammadiyah pendekatan = l<iw/untuk
menghukumi hal-hal yang tidak ada dalam al-quran dan sunnah.
Itu yang digunakan Imam Malik yakni ada <l </ ixlaef/kaidah
yang kita pakai adalah Flad s e p2ds Lol 243 antara
digabung dan tidak digabung itu mudhorotnya lebih besar. Maka
jika terpaksa digabung maka harus ada teknis-teknis tertentu
yang memang betul-betul mampu meminimalisir terjadinya
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mudhorot. Ada juga istilah crssal s/ IS5, Y mengambil
dhorurot yang lebih kecil. Kalau adanya ikhtilath dalam hal
pemberian ilmu pendidikan yang tidak mungkin dipisah ya
dengan menggunakan dalil itu.”

Informan 4 yakni Ustad Abdullah Zainur Rouf sebagai tim perumus
Lajnah Bahtsul Masail juga memberikan pendapat bahwasannya:

“Menurut saya, antara pesantren satu dengan pesantren yang
lain tidak bisa disamakan. Dalam artian ada beberapa pesantren
itu meng-ikhtilath-kan pesantrennya itu karena sarananya belum
dimungkinkan. Ada pula pesantren yang mengadakan ikhtilath
tapi hanya pada kegiatan tertentu. Tapi ikhtilathnya juga masih
terbatas. Ikhtilathnya mereka itu masih ada satir. Untuk masalah
hukum ikhtilath terdapat khilaf. Jika ikhtiyath ya tidak
memperbolehkan. Tapi ada pula pandangan yang membolehkan
asal tidak menjadi fithah. Namun demikian tidak kemudian serta
merta ikhtilath, tidak ada satirnya. Biasanya yang ikhtilath itu
adalah santri yang notabennya tidak melulu santri, sekolah dan
kuliah. Tapi untuk santri yang tidak sekolah di luar ya dipisah.”

Mengenai impikasi dari adanya ikhtilath yang terjadi, menurut
informan 1 dari NU yakni Ustad Sa’id dijelaskan:

“Impikasinya dapat dilihat dari beberapa faktor. Antara orang
yang dikurung hanya berkomunitas antara laki-lai saja dengan
yang setiap hari bertemu, saya kira sudah berbeda (dari segi
pergaulan dan psikologisnya). Jika semuanya sudah berjalan
(ikhtilath tersebut) ya tidak ada masalah. Mereka sudah dikasih
doktrin atau persepsi kalau berduaan itu salah. Maka dari itu
dari diri mereka sendiri sudah dapat membatasi dirinya, bisa
menjaga dirinya sendiri.”

Mengenai implikasi juga disampaikan oleh informan 2 yakni Ustad Junari
yaitu:

“Sekolah yang ada di pesantren saya dulu bermacam-macam,
ada SD-MI, SMP-MTs, SMA-MA, perguruan tinggi. Saya dulu
ambil di SMA, dengan sistem pencampuran kelas. Sementara
yang di MA dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ternyata
hasilnya juga lebih bagus yang ada di MA dari hafalan nadzom
(imrithi, alfiyah) lebih kuatnya yang ada di MA. Saya mengamati
bahwasannya orang sering memakai dalilnya Asma’ (Rosulullah
menyebut kepad asma’ : “Hei Asma, kalau wanita itu sudah
baligh maka semuanya perlu ditutup kecuali muka dan telapak
tangan”) Maka dari itu saya sependapat dengan pendapatnya
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Imam Syafii yaitu <i_jadalah sesuatu yang perlu ditutupi. Jadi
kalau saya pribadi lebih suka kalau dipisah.”

Begitupula dengan pendapat informan 4 yaitu Ustad Abdullah
Zainur Rouf sebagai tim perumus Lajnah Bahtsul Masail sekaligus sebagai
anggota syuriah Kota Malang :

“Ada kekhawatiran anak-anak pondok itu kan masih muda
sehingga memungkinkan terjadi hal-hal negatif. Tapi lagi-lagi ya
meskipun demikian tidak apa-apa asal tidak menimbulkan fitnah
yang lebih besar. Kalau ikhtiyarnya ya tidak dicampur. Misal
dicampur paling tidak ada maksiat ‘ain atau lain-lain yang
mengakibatkan terhadap perkembangan suatu keilmuan. ”

Ustad Abdul Wahid juga memberikan penjelasan mengenai
implikasi terjadinya pembelajaran di pesantren yang ikhtilath:

“Kalau dampak tentunya sangat banyak. Pertama, dapat
memberikan kesempatan laki perempuan untuk melakukan
kontak secara fisik (berpacaran). Kedua, pada tingkat yang
parah bisa terjadi penyimpangan hukum syariat seperti adanya
perjanjian bertemu laki perempuan untuk suatu hal tertentu.
Ketiga, akan terjadi perbuatan-perbuatan perzinahan yang
dilakukan oleh keduanya Keempat, tentu fokus belajarnya akan
terganggu lantaran hasrat biologisnya sudah muncul di tengah-
tengah proses pembelajaran. Mungkin dia menyukainya karena
ketampanan atau kecantikannya. Secara fiqih juga akan
berdampak terhadap melihat lawan jenis yang sifatnya tidak ada
kebutuhan yakni berujung ke hukum haram.”

Sejalan dengan hal itu beliau menambahkan mengenai cara atau trik
yang bisa diterapkan di pesantren untuk membatasi ikhtilath yaitu:

“Sebisa mungkin mengurangi hal-hal yang akan mengganggu
proses belajar yang dari secara batin maupun secara
dhohir. Hal tersebut masih bisa disiasati misalnya laki masuk
dari pintu kanan yang perempuan masuk dari pintu Kiri dengan
sekat yang sangat tinggi dan ketika keluar sudah tidak ada kontak
antara laki dan perempuan dan ini pun masih sangat sulit untuk
dikendalikan. Maka Saran saya pondok pesantren pesantren itu
bisa meminimalisir persoalan ini karena ini adalah persoalan
serius secara agama.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan titik poin

kesimpulan diantaranya informan 1 mendapatkan hasil bahwasannya
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informan lebih condong dengan madzhab Syafi’l yakni dengan
menyebutkan dua macam ikhtilath yaitu mumayyaz dan ghoiru
mumayyaz . Informan 2 mencodongkan fenomena ikhtilath dengan
menggunakan pendekatan ushul figih yang sesuai dengan pedoman
yang dimiliki Muhammadiyah yakni menggunakan pendekatan
istishlahi. Informan 3 lebih mengarah kepada hukum tidak
diperbolehkan dengan menggunakan pendekatan madzhabi yakni
mayoritas madzhab tidak memperbolehkan adanya ikhtilath.
Sedangkan informan 4 juga mencodongkan hukum ikhtilath pada
hukum diperbolenkan dengan adanya teknis-teknis tertentu di

dalamnya.

E. Pembahasan

Peristiwa ikhtilath memang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad
SAW. Pada saat perkara sholat berjama’ah di masjid pun sudah terjadi.
Perempuan diberikan tempat khusus untuk sholat, tanpa adanya kontak mata
langsung dengan lawan jenis. Persitiwa ikhtilath juga terjadi sebagaimana hadis
yang terdapat di kajian teori bahwasannya di saat Rosulullah keluar dari masjid,
dan terdapat beberapa laki-laki dan perempuan berada di jalan, maka disitu
Rosulullah menyuruh para wanita untuk minggir (Rahmah, 2019:28).

Dalam hal ini hukum ikhtilath menurut beberapa madzhab secara
keseluruhan mengatakan tidak diperbolehkan. Madzhab Hanafi memberikan
contoh kondisi ikhtilath pada majelis hukum bahwasannya hakim harus
menghadirkan perempuan secara terpisah dengan laki-laki. Karena hal itu dapat
menyebabkan ikhtilath yang mengakibatkan terjadinya fitnah dan keramaian
dalam suatu majelis (Batubara, 2013: 14)

Menurut Imam Qurthubi, ulama Madzhab Maliki juga mengatakan
bahwasannya waniita lebih baik tidak dihadirkan dalam suatu majelis, tidak ada
pembicaraan, berdiskusi, dan juga perdebatan tentang masalah tertentu. Karena
hal tersebut merupakan asal muasal timbulnya ikhtilath. Madzhab Syafi’l juga

memberikan penegasan bahwasannya jika terjadi ikhtilath dan di dalam suatu
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majelis baik dalam majelis dzikir, sholat jama’ah maka di dalamnya terdapat
kemaksiatan dan menuju sumber dari adanya kemungkaran (Herman, 2020:51)
Selain itu, hukum dari melihat wanita yang bukan termasuk dari mahrom tanpa
adanya hajat apapun tidak diperbolehkan. Maka suatu sarana akan terjadinya
ikhtilah sedapat mungkin dihilangkan. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah
ikhtilath yang terjadi pada lembaga pendidikan di pesantren.

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang dirintis oleh
para ulama besar di Indonesia dalam rangka untuk menyebarkan Agama Islam
dan beberapa keilmuan yang ada di dalamnya. Pendidikan adalah proses yang
terjadi secara terus menerus dalam kehidupan manusia (Saifullah, 1982:130-
131). Konsep yang dimiliki pendidikan yaitu mengorientasikan pada aspek-
aspek kehidupan modern yang bersifat menyeluruh dan bercabang. Hal ini
mengarah pada kebutuhan individualistis dimana dituntut untuk
mengembangkan kemampuannya masing-masing untuk dapat disesuaikan
dengan kehidupan. (Tirtaraharja, 2005:37).

Disamping itu, pendidikan juga berguna sebagai upaya untuk
mentranformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarkat,
berbangsa, dan juga bernegara. Pada hakikatnya, negara telah menjamin akan
adanya persamaan hak dan kewajiban dalam hal pemberian pendidikan. Sesuai
dengan hasil ratifikasi Konvensi UUD 1945 tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7
tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen
negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam
berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Sesuai dengan hal tersebut,
pendidikan tekah melahirkan istilah pendidikan berbasis gender. Dimana
perempuan mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan sama dan setara
dengan yang didapatkan oleh laki-laki. (Efendy, 2014:157).

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan 3
(Ustad Junari) bahwasannya ada istilah feminisme dan misoginis. Dimana istilah
ini merupakan sebuah bentuk upaya perempuan menggugat agar dapat

disamakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki. Mereka menggugat bahwa
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ada diskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan, dan hal itulah awal mula
munculnya misoginis. Keinginan menyamakan hak dan kewajiban dalam hal ini
adalah dalam pemberian pendidikan. Dikatakan oleh informan 1 (Ustad Said)
Bahwasannya amal mula munculnya pondok putri di Jawa Timur adalah Pondok
Salafiyah Bangil. Banyak dari mereka merupakan putri-putri Kyai yang ingin
menimba ilmu di Pesantren.

Seiring berjalannya zaman, pendirian pondok pesantren mengalami
peningkatan. Banyak dari para alim ulama yang ingin mendirikan pondok
pesantren dengan model mencampur, ada yang laki-laki dan juga ada yang
perempuan. Dari ashab itu lah, asal muasal ikhtilath ini muncul dalam dunia
pesantren. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mayoritas informan,
bahwasannya untuk asrama atau tempat bermukim para santri memang terpisah.
Ada sekat yang memisahkannya, seperti masjid ataupun ndalem, atau yang
lainnya. Namun untuk masalah pembelajaran di kelas ada juga yang digabung
dan ada yang dipisah antara lawan jenis. Banyak faktor yang menjadi sebab
pengasuh atau pengurus pondok memperbolehkan, seperti kurangnya tenaga
pengajar, kurangnya kelas, dan lain sebagainya.

Namun implikasi yang didapat dari adanya pencampuran pendidikan di
pesantren ini juga sangat banyak baik dari pergaulannya ataupun psikologis
perekembangan mentalnya pun juga dihasilkan. Dengan adanya pertemuan
lawan jenis baik disengaja atau tidak, maka pasti ada hasrat biologis yang
dihasilkan dari adanya kontak mata yang menyebabkan maksiat al-‘ain. Secara
figih juga akan berdampak terhadap melihat lawan jenis yang sifatnya tidak ada
kebutuhan yakni berujung ke hukum haram.

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, rekonstruksi hukum yang didapat
dari adanya ikhtilath di lingkungan pesantren utamanya dalam kondisi
pembelajaran dalam satu majelis dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu
ikhtilath mumayyaz (dibedakan) dan ghoiru mumayyaz. Jika ikhtilath dilakukan
dengan ghoiru mumayyaz maka tidak diperbolehkan. Namun jika ikhtilath
menggunakan Klasifikasi 1 yakni yang muamyyaz (satu tempat tetap terpisah)

maka dihukumi boleh dengan beracuan pada pendekatan ushul figh yakni
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metode istishlahi dengan menggunakan kaidah 3, =l 4 3 J 3% 4alsll (Hajah
kedudukannya sama dengan dharurah)dan </, shsal =us < )5 uall (Kondisi
dharurah membolehkan hal-hal terlarang). Penggambaran hajat dalam hal ini
adalah dalam kondisi pembelajaran untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan
dhorurot dalam hal ini merupakan kondisi ikhtilath (percampuran antara laki-
laki dan perempuan). Sebagai contoh ikhtilath yang mumayyaz laki-laki masuk
dari pintu kanan yang perempuan masuk dari pintu Kiri dengan sekat yang sangat
tinggi, ketika keluar sudah tidak ada kontak antara laki dan perempuan, memberi

jarak (misal dengan bangku, jarak 3 bangku sekitar 3 meter).

. Kesimpulan

Rekonstruksi hukum merupakan pengembalian suatu hukum pada
hukum semula. Dalam hal ini hukum akan terjadi penggambaran kembali dan
disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian awalnya. Rekonstruksi
hukum Ikhtilath di pesantren adalah pengembalian hukum Ikhtilath yang terjadi
di lembaga pendidikan pesantren yang terjadi pada waktu ini. Dengan
menggunakan pendekatan hasil wawancara pada tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah pada bagian Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Kota Malang dan
Majelis Tarjih Muhammadiyah (MTM) Kota Malang dan studi pustaka dari
beberapa madzhab. Rekonstruksi hukum Ikhtilath diklasifikasikan menjadi dua
kategori yakni mumayyaz dan ghoiru mumayyaz. Penjelasan mengenai ikhtilath
mumayyaz (dibedakan) pada hukum yang didapatkan adalah boleh
(diperbolehkan) ikhtilath itu terjadi dengan beracuan pada pendekatan ushul figh
yakni metode istishlahi dengan menggunakan kaidah sl 4 e J 3 dalall
(Hajah kedudukannya sama dengan dharurah) dan </ shisa mui /g pall
(Kondisi dharurah membolehkan hal-hal terlarang).
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DOKUMENTASI-DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara

Foto sebelah Kiri bersama informan 1 dari NU (Ustad Said)
Foto sebelah kanan bersama Informan 2 dari Muhammadiyah (Ustad
Junari)

Foto sebelah kiri bersama informan 3 dari Muhammadiyah (Ustad Abdul Wahid)
Foto sebelah kanan bersama Informan 4 dari NU (Ustad Abdullah Zainur Rouf)
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2. Foto Lembar Hasil Wawacara




3. Foto ScreenShoot Hasil Rekaman Suara Informan

Perekam Q

rekam audo s

ustad rouf
0708 3037221450 >
jawaban 3
0608 3070372210042 >
jawaban 2
0303 30/03/22 1019 >
ustad Wahid jawaban 11
07.21 J0/03/22 1005 >
Perekaman baru 49
00,59 30/03/22 100 >
ustad junari

>
1216 26/03/22 09.01
ustad said

>

1226 25/03/221338
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